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ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem upah buruh tani dari
dalam perspektif kemaslahatan dan keadilan di Desa Sumber Makmur, Kecamatan
Kalaena, Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif
dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data
primer berupa wawancara kepada informan dan data sekunder yang diperoleh dari buku
maupun arsip lainnya . Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa sistem upah buruh tani
di Desa Sumber Makmur belum dapat dikatakan memiliki unsur kemaslahatan yang
nyata atau masih menebak-nebak karena sistem pengupahan yang terjadi masih
mengandung unsur ketidak jelasan dalam kuantitas upah yang diberikan, terkadang juga
belum memiliki unsur keadilan karena sistem pengupahan seperti ini masih adanya
pemilik sawah memberikan upah yang tidak sesuai dengan porsi kerja dan hasil panen
buruh.

Kata kunci: Upah, Buruh, Kemaslahatan, Keadilan

PENDAHULUAN

Permasalahan upah seringkali muncul karena kurang terpenuhinya hak upah yang layak
dan tentunya pendapatan upah harus bersifat adil oleh majikan atau pemberi kerja
(Setiawan, 2015). Tenaga kerja/buruh jika tidak mendapat upah yang bersifat adil dan
sesuai dengan waktu dan jenis pekerjaan, hal ini akan mempengaruhi pendapatannya dan
tidak menutup kemungkinan akan menurunkan tingkat produktivitas dan tingkat daya
beli. Upah yang diberikan memiliki peran tersendiri baik bagi pengusaha maupun
pekerja sehingga keadilan dalam pemberian upah harus diperhatikan demi terciptanya
keuntungan baik dari sisi pengusaha maupun pekerja (Syamsiar & Abdurrohman, 2020).
Islam hadir dimuka bumi mempunyai sistem sosial yang adil dan bermartabat, salah
satunya sistem yang dimiliki Islam adalah sistem pekerjaan, yang didalamnya mencakup
diantaranya hubungan majikan, pekerjaan dan pengupahan (Hafsah et al., 2018). Hasil
penelitian sebelumnya yang membahas praktik upah bawon di Desa Pagersari Kabupaten
Magelang bahwa praktik upah bawon di desa tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan
hukum Islam, karena proses penimbangan yang tidak transparan sehingga buruh merasa
tidak sesuai antara kerja dan hasil (Yanti et al., 2019).

Pengupahan buruh tani di Desa Sumber Makmur terdapat beberapa permasalahan yang
terjadi yaitu, upah yang diberikan tidak sesuai dengan upah minimum pekerja yang
berkisaran Rp.40.000/harinya, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan upah
buruh tani dan buruh bangunan naik 0,11% pada september 2021 dibanding sebelumnya
atau dari Rp.56.902 menjadi Rp.56.962 per hari (KOMPAS.Com, 2021), selain itu
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biasanya terjadi pula keterlambatan dalam pemberian upah, dan terkadang upah yang
diberikan itu tidak sesuai dengan upah yang diterima (pekerjaan yang diberikan
bertambah sedangkan upah yang diberikan tetap), sehubungan dengan banyaknya kasus
ekonomi dan sosial dalam masyarakat mengenai kepentingan buruh yang masih kurang
diperhatikan oleh para pemberi kerja terutama mengenai pengupahan atau sistem
pengupahan yang belum tercipta keadilan dan keseimbangan sehingga menimbulkan
kedzaliman, penganiayaan, kemudarothan dan lain-lain. Sistem pengupahan yang terjadi
di Desa Sumber Makmur tidak semua dilakukan oleh para pemilik lahan dengan
memberikan upah berupa uang tunai, terdapat pula sistem pengupahan dengan
memberikan gabah basah kepada setiap buruh di akhir panen, masih banyak yang
menggunakan sistem ini sekalipun tidak ada akad yang mengikatnya dan seakan-akan
telah terjadi sebuah akad kesepakatan. Besar upah yang diberikan di hitung dari sistem
pengupahan harian dan tergantung dari tingkat produktivitas buruhnya dalam bekerja
saharian, sehingga masih terdapat ketidakjelasan dalam upah gabah ini, karena gabah
yang menjadi upah ketika sudah masuk kepabrik akan terjadi penyusutan, kemudian
tidak semua gabah akan menghasilkan beras yang bagus. Peneliti juga akan
mengungkapkan implementasi pengupahan lainnya yang terjadi di Desa Sumber
Makmur dengan total profesi buruh tani yang cukup besar dengan berbagai jenis
pekerjaan buruh dan sistem pengupahan yang berbeda-beda, lalu relevankah dengan
konsep Islam yang dicetuskan oleh para mujtahid, karena masih terdapat beberapa
permasalahan yang dihadapi oleh buruh tani, yaitu upah yang diberikan tidak sesuai
dengan apa yang sudah dikerjakan, dan biasanya terjadi penundaan atau keterlambatan
dalam menerima upah buruh, karena kondisi tersebut sangat penting dan memberikan
motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai sistem upah buruh tani dalam Islam di
Desa Sumber Makmur.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas lebih lanjut untuk melakukan penelitian
dengan dengan judul “Tinjauan Sistem Upah Buruh Tani Dalam Islam” (Studi Kasus
Tani di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena Kiri, Kabupaten Luwu Timur).

TINJAUAN LITERATUR
Upah

Upah menurut istilah adalah uang yang digunakan sebagai balas jasa atau bayaran
tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu (Sulistiawati, 2012), Menurut
Undang-Undang tenaga kerja No. 13 Tahun 2000: “Upah adalah hak pekerja/ buruh
yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut
suatu pernjanjian kerja, kesempatan atau peraturan perundang-undangan termasuk
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau usaha jasa
yang telah atau akan dilakukan.Upah merupakan imbalan dari pemberi kerja untuk
sesuatu pekerjaan atau pengorbanan yang dilaksanakan oleh penerima kerja, dinyatakan
atau dinilai dalam bentuk uang yang telah disepakati atau di tetapkan dalam perjanjian
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kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja (Pamungkas, 2015). Pembayaran
tenaga kerja berupa upah dimaksudkan sebagai pembayaran untuk pekerja kasar yang
memiliki pekerjaan berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu,
buruh kasar dan lain sebagainya. Upah dalam Islam masuk kedalam kelompok ljarah.
Menurut bahasa, ijarah berarti “Upah” atau “ganti” atau Imbalan, karena itu kafadz
ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda
atau imbalan sesuatu kegiatan atas upah karena melakukan suatu aktifitas, secara
definisi, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan
penggantian, imbalan upah (Nisa & Al-Asy’ari, 2019). Menurut syara’ “ijarah” adalah
perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil manusia, benda
dan binatang (Setiawan, 2015).

Kemaslahatan

Maslahah menurut bahasa berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam
Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yaitu berarti mendatangkan kebaikan atau
membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan (mafsadah). Manfaat adalah ungkapan
dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala
hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah
keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada
kaitannya dengan kerusakan tersebut. Maslahah adalah apa yang kembali kepada
kokohnya kehidupan manusia dan kehidupan yang sempurna. Menarik kemaslahatan dan
membuang hal-hal yang merusak dalam kehidupan bisa juga disebut dengan
melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat (Fahlefi, 2015).
Pembagian Maslahah secara umum terbagi menjadi tiga bagian (llyas, 2015) yaitu :

1. Maslahah Mu’tabarah

2. Maslahah Mulghah

3. Maslahah mursalah.

Sifat maslahah secara umum terdiri atas dua macam (llyas, 2015) yaitu sebagai berikut:
1. Maslahah besifat subjektif

2. Maslahah orang perorang akan konsisten dengan maslahah orang banyak

Keadilan

Prinsip pengupahan menurut Islam tidak terlepas dari dasar aktivitas pergerakan
keuangan (muamalah) sebagai aturan umum, khususnya pedoman pemerataan dan aturan
kualitas yang mendalam. Berapa banyak kompensasi atau upah dalam Islam tidak
sepenuhnya diatur melalui pengaturan antara buruh dan kepala buruh dalam pedoman
keadilan. Islam berfokus pada pengaturan upah terendah yang diizinkan oleh tingkat
hukum untuk buruh atau pekerja dengan berfokus pada kenaikan upah yang masuk akal.
Upah yang adil adalah upah yang sungguh-sungguh yang mengacu pada jasa dari kepala
buruh atau buruh yang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya berapa banyak
uang tunai yang diperoleh, dampak dari pembelian yang merupakan alat untuk
pemenuhan biaya hidup. Hal ini menunjukkan bahwa upah harus diimbangi dengan jasa
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yang kemudian diserahkan untuk buruh. Dalam menentukan upah, Islam tidak
memberikan pedoman yang tegas, namun penerapannya harus dapat dipahamkan melalui
pemahaman dan penerjemahan al-Qur'an dan hadits yang mencontohkan karakteristik
keseluruhan seperti norma keadilan, kewajaran, dan kebenaran.

Buruh

Buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam
bentuk lain (Bangun & Bangun, 2021) . Buruh juga dapat diartikan sebagai pekerja,
worker, laborer, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang
menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa
pendapatan baik berupa uang maupun dalam bentuk lainnya dari pemberi kerja atau
pengusaha atau majikan (Astuti, 2016).

Tani

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tani atau usaha tani ialah mata pencarian dalam
bentuk bercocok tanam atau mata pencarian dalam bentuk mengusahakan tanah dengan
tanan-menanam. Tani juga diartikan sebagai pengoelolaan sumber daya alam, tenaga
kerja, permodalan dan skill lainnya untuk meghasilakan suatu produk pertanian secara
efektif dan efesien (Nurfitriani et al., 2021). Dengan kata lain usaha tani merupakan
sebagian dari permukaan bumi, dimana seseorang petani, sebuah keluaga tani atau badan
usaha lainnya bercocok tanam atau memlihara ternak, usaha tani pada dasarnya adalah
menggarap sebidang tanah atau lahan

Y
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2. Keterlambatan Pengupahan l
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Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif,
penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap realitas sosial. Penelitian
kualitatif adalah sebuah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan
analisis dengan pendekatan induktif

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena Kiri,
Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatis dan
penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Peneliti melakukan
pendekatan normatif karena berupa teks-teks Al-qur’an yang menyangkut tentang isi
penelitian, dan sosiologis karena peneliti melakukan interaksi lingkungan

Teknik Anaislis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian termasuk didalamnya
alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Adapun teknik analisis
data dalam penelitian ini menggunakan model dari Miles dan Hubermen. Miles dan
Hubermen mengemukakan bahwa kegiatan alam analisis data kualitatif dilakukan secara
interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan sampai tuntas sehingga datanya jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Upah Buruh Tani Di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena, Kabupaten
Luwu Timur

Sistem upah buruh tani yang terjadi di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena Kiri,
Kabupaten Luwu Timur akan terbahas dalam beberapa macam komponen tekait dengan
sitem upah buruh tani yaitu terkait akad, waktu pembayaran upah dan upah.

1. Akad

Buruh tani sebelum melakasanakan pekerjaan dan pemilih sawah sebelum memberi
pekerjaan terlebih dahulu akan melalukan sebuah perjanjian yang disebut dengan
istilah akad, dalam perjanjian tersebut menjelaskan mengenaik bentuk perjanjian,
waktu pekerjaan dan lain-lain sebagai yang akan menjadi kesepakatan kedua belah
pihak antara pemilih sawah dan buruh tani sebelum masing-masing melaksanakan
hak dan kewajiban mereka.

Sistem upah baru tani di Desa Sumber Makmur pada dasarnya telah memiliki sebuah
perjanjian atau akad yang jelas, akad tersebut dilakukan sebelum pihak pekerja
melakukan pekerjaannya, dengan pembahasan waktu pengerjaan, lokasi pengerjaan
sistem pembayaran dan upah yang akan diberikan, walaupun akad yang dilakukan di
desa sumber makmur tidak berbentuk tertulis hanya berbentuk lihat tetapi telah
sesuai dengan rukun akad.

2. Waktu Pembayaran
37
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Pemilik sawah di Desa Sumber Makmur berdasarkan hasil wawancara bahwa
pembayran upah buruh tani biasa dilakukan dengan cara memberikan kepada buruh
tani setelah mereka melakukan pekerjaannya atau pada saaat setelah padi dipabrik
untuk dipisahkan dari tangkai barulah upah mereka dibayarkan.

3. Upah

Buruh tani di Desa Sumber Makmur dominan menerima upah kerjanya setelah masa
panen atau setalah padi dipabrik, terkait besar upah yang diberikan dihitung dengan
sistem harian atau menghitung jumlah hari kerja buruh tani dalam menyelesaikan
pekerjaan.

Tinjauan Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Tani Dalam Persepektif Kemaslahan
Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Kalaena, Kab, Luwu Timur

Dari hasil penelitian, untuk menetukan system pengupahan buruh tani berdasarkan
perspektif ke maslahah, para ulama menyusun syarat-syarat diantaranya sebagai berikut.:

1. Maslahah harus selaras dengan tujuan-tujuan syariat

Kemaslahatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan tidak bertentangan dan
tidak melewati ketentuan nash dan dalil-dalil gat’I (Fahlefi, 2015). Seperti
menetapkan upah seorang buruh tani, pemberi kerja tidak diperbolehkan
menghilangkan hak keseluruhan dari pekerja dan upah ditetapkan secara tepat dan
tidak menindas pihak manapun.

Berdasakan hasil wawancara diatas bahwa pemilik sawah memberikan upah kepada
buruh tani pada saat semua pekerjaan buruh tani sudah selesai, waktu pembayaran
terkadang cepat atau lambat diterima oleh buruh tani, karena tergantung dari proses
cepatnya padi yang dibawa ke pabrik selesai, namun terkadang ada pihak pemilik
sawah yang juga langsung melakukan pembayaran upah buruh tani lebih cepat
namun pastinya semua upah buruh tani tetap dibayarkan berdasarkan kesepakatan
pemilik sawah dan buruh tani.

Sistem upah diburuh tani di Desa Sumber Makmur pada dasarnya belum sepenuhnya
di katakan menerapkan prinsip maslahah dalam sistem upah buruh tani dengan
indikator selaras dengan tujuan-tujuan syariat, dimana dalam sistem upah buruh tani,
pemilik sawah selaku pemberi kerja akan memberikan hak bagi buruh tani selaku
pekerja sesuai dengan yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak sebelum
pekerjaan dimulai, walaupun terkadang tidak menentu dalam memenuhi kewajiban
atau menerima hak namun pihak pemilik sawah tetap akan memenuhi kewajibannya
yang sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Maslaha harus belaku umum

Maslahah bersifat umum memiliki makna bahwa kemaslahatan tidak berpihak
kepada individu tertentu saja, melainkan bersifat umum sehingga dalam aktivitas
ekonomi sistem upah buruh tani di Desa Sumber Makmur harus memberikan
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manfaat kepada buruh tani selaku pekerja dan pemilik sawah selaku pemberi kerja
dan tidak ada yang merasa salah satuya di untungkan dan salah satunya dirugikan
(llyas, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan buruh tani diatas bahawa masyarkat didesa
sumber makmur yang memilih menjadi seorang uruh tani, meyakini bahwa
pekerjaan tersbut dapat membantu keluarga dalam hal ekonomi, bagi mereka yang
tidak berpengahsilan hanya memfokuskan bekerja sebagai buruh tani dengan
mangandalkan upahnya dalam berkehidupan sehari-hari, sehingga upah yang
diberikan tersebut memberikan manfaat kepada semua pihak, bagi buruh tani
mendaptkan upah untuk memnuhi kebutuhan hidup dengan pemilih sawa atau
pemberi kerja merasa terbantu dengan adanya buruh tani untuk bekerja disawahnya.

Sistem upah buruh tani yang diterapkan di desa sumber makmur pada dasarnya telah
menujukan prinsip maslaha dengan indikator bersifat umum, karena telah
memberikan manfaat kepada buruh tani selaku pekerja yang menerima upah cukup
ataupun tidak tetap bermanfaat untuk kebutuhan hidup dan pemilik sawah sebagai
pemberi kerja menerima keuntungan dengan hasil kerja buruh tani yang tentunya
untuk kebutuhan hidup juga.

3. Maslahah harus hakikat, bukan dugaan

Kemaslahatan harus bersifat fakta atau benar adanya dan bukan dugaan atau
perasangka (Susanto et al., 2020). Pembentukan hukum tentu harus berdasarkan
maslahah al-haqiqgiah, seperti sistem upah buruh tani yang dilakukan di Desa Sumber
Makmur yaitu berusaha menarik manfaat dan menolak bahaya atau kerusakan
sehingga tidak ada kerugian yang terjadi antara buruh tani dan pemilik sawah (llyas,
2015). Sistem upah ini mengarahkan para pemberi kerja untuk mempertimbangkan
upah yang diberikan sudah atau cocok atau tidak, yang artinya perilaku tersebut
bersifat dugaan atau tidak dan memungkinkan agar tidak terjadi kerugian kepada
pemberi kerja dan buruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan buruh tani di Desa Sumber Makmur, dapat
dilihat dengan sistem upah buruh tani yang sudah dijelaskan bahwa tidak menutup
kemungkinan akan terjadi kedzaliman yang dilakukan oleh pemberi kerja atau
pemilik sawah, baik itu disengaja maupun tidak, sehingga akan menimbulkan
kerugian bagi pihak buruh.

Sistem upah buruh tani di Desa Sumber Makmur masih berpotensi terjadinya sebuah
kezaliman sehingga untuk penerapan prinsip kemaslahatan dengan indikator hakikat
bukan duga-dugaan belum terpenuhi, karena masih ada unsur atau dimana pihak
buruh terkadang merasa upah yang diberikan tidak sesuai dengan hasil kerja yang
mungkin saja disengaja atau tidak disengaja, meskipun sistem upah yang diterapkan
di Desa Sumber Makmur adalah sistem yang secara keseluruhan masyarakatnya
sudah paham.
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KESIMPULAN

Dari pembahasan-pembahasannya sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan yang diterapkan di Desa Sumber Makmur yaitu menghitung
hasil panen harian dengan cara membagikan hasil padi kepada buruh tani diakhir
panen. Pengupahan yang dilakukan oleh pemilik sawah belum bisa dikatakan
maslahah karena masih ada unsur yang belum terpenuhi atau terlaksana dengan baik
yaitu perhitungan tersebut masih mengira-ngira dalam kuantitas upah yang diberikan.
Hal ini jugabelum dapat dikatakan adil karena hasil kerja yang dikerjakan oleh buruh
tani yang tidak sesuai dengan upah yang diberikan oleh pemilik sawah, terkadang
pemilik sawah memberikan upah hanya karena melepaskan tanggung jawab dan
tidak sesuai dengan porsi kerja yang dilakukan oleh buruh tani.

2. Masalah dalam pembayaran antara pemilik sawah dan buruh tani mungkin saja dapat
terjadinya ketidak adilan yang dapat merugikan kedua belah pihak, maka dari pihak
pemilih sawah ataupun buruh tani dibutuhkan kesadaran masing-masing dari kedua
belah pihak. Adanya kesadaran dari pemilik sawah yang tidak semena-mena
memberikan upah kepada buruh tani agar tidak ada pihak yang terzholimi dan kedua
belah pihak tidak ada yang dirugikan. Begitu juga dengan buruh tani yang bekerja
mengurus sawah pemilik sawah harus melakukan tanggung jawab mereka sesuai
dengan perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak sehingga upah yang
didapat sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dan perlu ada penyuluhan atau
sosialisasi kepada masyarakat yang kurang mengerti tentang mengupahan yang layak
dan dapat di terapkan oleh lembaga lembaga petani.
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